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Abstrak
 

Pelaksanaan dan kepatuhan negara anggota Statuta Roma dalam melaksanakan permintaan kerjasama untuk

menangkap dan menyerahkan sangatlah penting bagi  Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam

mencapai tujuannya untuk mengakhiri impunitas. Meskipun begitu, Pasal 98 Statuta Roma hadir sebagai

bentuk pengesampingan dari kewajiban kerjasama tersebut. Salah satu negara anggota yang menggunakan

pasal ini untuk tidak melakukan kewajiban kerjasamanya adalah Yordania dalam permintaan kerjasama ICC

untuk menangkap dan menyerahkan Al Bashir. Menurut Yordania disini Pasal 98(1) berlaku sebab Al

Bashir masih memiliki imunitas dan Pasal 98 (2) juga berlaku berdasarkan Convention on the Privileges and

Immunities of the League of the Arab States. Melalui metode penelitian hukum normatif yang berbasiskan

pada data sekunder, hendak dianalisis apakah Pasal 98 benar berlaku di dalam kasus ini sehingga membuat

Yordania tidak melanggar kewajibannya dengan tidak menangkap dan menyerahkan Al Bashir. Adapun

melalui penelitian yang telah dilakukan, ditemukan kesimpulan bahwa pertimbangan ICC telah tepat bahwa

Pasal 98 tidak berlaku dalam kasus ini. Oleh sebab itu penelitian ini menyarankan perlu dilakukan

amandemen terhadap Pasal 98 khususnya untuk memperjelas terkait keberlakuannya terhadap negara yang

menjadi subjek dari suatu rujukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Selain itu

mekanisme konsultasi yang tersedia dalam Pasal 97 Statuta Roma sebaiknya dapat menghasilkan suatu

keputusan hukum yang mengikat terhadap pelaksanaan kerjasama oleh negara anggota. Dengan begitu

setelah diputuskan di tahapan konsultasi bahwa tidak terdapat permasalahan yang diatur di Pasal 98, negara

anggota wajib melaksanakan permintaan kerjasama tersebut.

......The implementation and compliance of member states of the Rome Statute in carrying out requests for

cooperation in arrest and surrender is essential for the International Criminal Court (ICC) in achieving its

goal of ending impunity. Even so, Article 98 of the Rome Statute is present as a form of waiver of the

cooperation obligation. One of the member states that use this article to not carry out its cooperation

obligations is Jordan in the ICC's request for cooperation to arrest and hand over Al Bashir. According to

Jordan, Article 98(1) applies because Al Bashir still has immunity and Article 98(2) also applies in

accordance with the Convention on the Privileges and Immunities of the League of the Arab States. Through

a normative legal research method based on secondary data, it will be analyzed whether Article 98 applies in

this case so that Jordan does not violate its obligations by not arresting and handing over Al Bashir. As for

the research that has been carried out, it was concluded that the ICC's consideration was correct in

concluding Article 98 does not apply in this case. Therefore, this study suggests that it is necessary to amend

Article 98 in particular to clarify its applicability to countries that are the subject of a United Nations

Security Council (UNSC) referral. In addition, the consultation mechanism provided in Article 97 of the

Rome Statute should be able to produce a binding legal decision on implementation of cooperation by

member states. Thus, after it was decided at the consultation stage that there were no problems arising out of
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Article 98, member states were obliged to implement the request for cooperation. 


